KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVAS] SUMBER DAYA ALAM DAMN EKOSISTEM

NOMOR : P, 3/KSDAE/SET /KUM,.1/5/2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINMNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
BAMTUAMN PEMERINTAH DALAM RANGKA FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA AL AM DAM EKOSISTEM

DIREKTUR JENDERAL KONSERVAS| SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : a  bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM,1/2/2017  telah  ditetapkan
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik
Rantuan Pemerintah di Lingkungan HKementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, mengamanatkan untuk menyusun petunjuk teknis penyaluran
bantuan lainnya;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf &, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Surmberdaya Alam tentang
Petunjuk Teknis  Penyaluran Bantuan Leinnya Yang Memiliki  Karakteristik
Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam.

{Indang-undang Momor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Surmber Daya Alam

Hayati dan Ekosisternnya (Lermnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Momor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3419),

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 167, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 3888) sebagaimana telah diubah dengan (ndang-
undang Momor 19 Tahun 2004 (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4412);

3. Undang-undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4, Undang-undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 244);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alarm;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mormor P.18/MenLHRK-
[I/7015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

7. Peraturan Menteri Keuangan MNomor : 168/PMK.05/2015 scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Meomer : 173/PMK.05/2016 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kemenlerian
Megara/ Lembaga;

p—

Mengingat

Q, Peraturan....



8.  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  MNomor:
P 12/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017 tentang Pedoman Umurm Penyaluran
Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristile Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan MNomor PT.

25/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2016 tanggal 30 September 2016 perihal
Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistern,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KOMNSLRVASI SUMBER DAYA ALAM

DAN EKOSISTEM TENTANG PETUMNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAM
LAINMNYA YANG MEMILIKI KARAKTFRISTIK BANTUAN PEMERINTAH DALAM
RANGKA  FASILITAS] PEMBFRDAYAAN  MASYARAKAI LINGKUP
DIREKTORAT JEMDFRAL KONSERVAS! SUMBER DAYA ALAM AN
CROSISTEM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesalu
Pengerlian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

L.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan
yang mermpunyal fungsi pokok sebagal kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ckosistemnya yang juga berfungsi sebagal wilayah sistern penyangga kehidupan.
Kewasan pclestarian alarm adalah kawasan dengan cirl khas tertentu, baik di darat maupun di
pergiran yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyanggda kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestarl surmber daya alam
hayati dan ekosisternnya. -
Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristk Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya discbut
Bantuan Lainnya adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perseorangan, kelompok masyarakat,
dan/ atau lembaga pemerintah/non pemerintah,

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumnen Pelaksanaan
Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBM).

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yand
bertanggung  jawab atas pengelolaan  anggaran pada Kementerian Megara/l_ermbaga
bersangkutar.

Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat KPA adalah pecjabat yang memperoleh
kussa dad PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunasn
anggaran pada Kemenlerian Megara/Lembaga yang bersangkutan.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit arganisasi lini Kermenterian Megara/
Lernbaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Hementerian
Negara / Lembaga dan memilikl kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN,



10.

12.

13.

14,

165

1L

18.

19,

Pejabal Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SFM adalah
pejabal yang diberi kewenangan oleh KPA untuk malakukan pengujian atas Surat Permintaan
Pernbayaran dan menerbitkan Surat Perintah Mermbayar,

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausshakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam
pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/l embaga.

. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk

untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak
quna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

{lang Persediaan yang sclanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumilah tertentu
yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam | (satu) bulan
melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Surat Perrmintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan
cleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang hersurmnber dari DIPA dalam rangka
pernbayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Ranlk/Pos Penyalur adalah bank/pus mitra kerja sebagai termpat dibukanya rekening atas nama
satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang disalurkan kepada penerima
bantuan pemerintah.

Kas Megara adalah tempat penyimpanan uang Megara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku BUN untuk menarmpung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran
MNegara.

Direktur Jenderal adalah Dircktur Jenderal yang membidang konservasi sumber daya alam dan
ekosistem.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam, Balai Besar Taman Masional, Balai Konservasi Surnber Daya Alam atau Balai Taman
Masional.

Bagian Kedua
Maksud

Pazal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan:

d.

b.

sebagal pedoman dalem pelaksanaan anggaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
hantuan pemerintah dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada Satuan Kerja lingkup
Direktarat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alarm dan Ekosistem;

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan lainnya pada
Satuan Keria lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Fkosistem.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasai 3

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi

a. bentuk bantuan lainnya:

b, Pelaksaan pencairan dana bantuan lainnya;
v, pertanggungjawaban; dan

d. pemantauan dan evaluasi;

e. sanksi.

BAB Il
BENTUK BANTUAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Rentuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
a. bentuk bantuan,

b. persyaratan penerimaan bantuan,

c. jurnlah bantuan; dan

d. pemberian bantuan;

Bagian Kedua
Bentuk Bantuan

Pasal 5

(1) Bentuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dapat berupa:

a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa,

(2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Satuan Kerja lingkup
Direktorat Jenderal KSDAE vana merupakan lasilitasi pemberdayaan rmasyarakat pada daerah
penyangga KSA dan KPA.

(3) Fasilitasi pcmberdayaan masyaraket pada dacrah penyangga KSA dan KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kegiatan bangunan/demplot mini/mikrohidro, pembuatan
jalan setapak menuju sarana obyek wisata, pembeliaan bibit dan pakan ikan, pengembangan
usaha ekonomi kelompok desa sekitar kawasan konservasi.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk kegiatan pendukung lainnya dalarm
rangka fasilitas pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga KSA dan KPA

{(5) Bentuk bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran,



Bagian Ketiga
Persyaratan Penerirma Bantuan

Fasal 6

(1) Penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang diberikan kepada
kelompok masyarakat pada desa daerah penyangga KSA dan KPA.

(2} Dalam hal belumn ditetapkan sebagal daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka masyarakat sekitar dapat menerima banluan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala dPT
dengan persyaratan:

a. berbatasan langsung dengan KSA dan KPA; dan/atau
b. masyarakatnya memilili interaksi dengan KSA dan KPA.

Pasal ¥

Penerima bantuan lainnya bagi kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

dengan persyaratan: )

a. memiliki legalitas sebagai kelompok masyarakat dari Kepala Desa/Camat/Bupati/ Kepala UPT
berupa surat keputusan dan atau dibuktikan dengan Akte Motarls;

b. beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang yang berdomisili pada desa/kelurahan setempat; dan

c. diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan,

Bagian Keermpat
Jurmlah Bantuan

Pasal 8

Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul c, berdasarkan hasil pertimbangan
Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistern.

Bagian Kelima
Pemberian Bantuan Lainnya

Pasal 9

(1) Pemberian bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan oleh
Kerenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kelompok masyarakat di desa sckitar
KSA dan KPA.

(2) Pemberian bantuan lainnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Kaonservasi
Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

BAR I
PELAKSANAAN PEMCAIRAN BANTUAN LAINNYA

Baglan Kesatu
Urmum

Fasal 10

Pelaksanaan pencairan dana bantuan lainnya sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 3 hurul b,"melalui
tahapan:



a. penetapan penerima bantuan;
b. penyaluran; dan
c. pembayararn.

(1)

(3)

(1)

()

Bagian Kedua
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 11

Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan

tahapan:

a, kelompok masyarakat membuat proposal bersama dengan pendamping;

b. kelompok masyarakat mengajukan usulan penerima bantuan lainnya ke instansi pembinanys;

¢, instansi pembina melakukan seleksi terhadap usulan penerima bantuan sesuai kriteria
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

d. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan penerima bantuan lainnya dalam
bentuk keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Seleksi penerima bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan
sebelum tahun anggaran berjalan.

Penetapan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitrmen dan pengesahan keputusan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksenakan setelah Daftar
lsian Pelaksanaan Anggaran berlaku efektif,

Keputusan sehagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
a, untuk bantuan lainnya dalam bentuk uang paling sedikit memuat:
1. identitas penerima bantuan
2. nominal uang; dan
3. nomor rekening penerima bantuan untuk bantuan lainnya dalam bentuk uang yang
disalurkan melalui mekanisme transfer,

b, untuk bantuan lainnya dalam bentuk barang/ jasa, paling sedikit memuat:
1. identitas penerima bantuan;
2. jumlah barang/ jasa; dan
3. nilai nominal barang/ jasa.

Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana lampiran | peraturan Ini.

Bagian Ketiga
Penyaluran Bantuan

Pasal 12

Penyaluran bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan, dengan melalul mekanisme:

a. Pembayaran Langsung (L5); atau

b. Uang Persediaan (UP).

Pencairan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara
sekaligus atau bertahap berdasarkan kepulusan dan perjanjian kerjasama antara penerima
bantuan lalnnya dengan Pejabat Permbuat Komitmen.



(3)

(4)

(3)

(1}

(2}

(6)

(8)

Perentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan jumilah dana dan waldu
pelaksanaan kegiatan,

Perjanjian kerjasarma sebagaimana dimaksud pada ayat (23, minimal memuat:

a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;

b. jumlah bantuan yang diberikan;

c. tata cara dan syarat penyaluran;

d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menggunakan bantuan sesuai

rencana yang telah disepakat],
e. pernyatasn kesanggupan penerima bantuan lainnya untuk menyetorkan sisa dana yang tidak

digunakan ke Kas Negara;
l. sanksi;
. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir

tahun anggaran.

Forrnat  perjanjian  kerjasama  sebagaimana pada  ayat (4), sebagaimana lampiran Il
peraturan ini.

Pasal 13

Dalam hal pernberian bantuan lainnya dalam bentuk barang danfatau jasa yang dilaksanakan
malalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, dilakukan dengan cara: :

a. kontraktual; atau

b. swakelola.

Pengadaan barang dar/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam rangka pengadaan barang dar/atau jasa unluk bantuan lainnya yang disalurkan dalam
bentuk barang kepada penerima bantuan lainnya, PPK menandatangani kontrak pengadaan
barang dengan penyedia barang,

Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada penerima sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dilakulan darl pelaksanaan, penyaluran barang sampai dengan diterima olch
penerima bantuan lainnya.

Pencairan dana bantuan lainnya dalam rangka pengadasn barang dan/atau jasa yang
dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Megara ke rekening penyedia barang melalul

rmckanisrme:
a., Pembayaran |.angsung (LS); atau
b. Uang Persediaan (UP).

Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima,
dilakukan oleh:

a. Pejabat Pembuat Komitrmen; atau

b, Penyedia barang sesuai kontrak sebagalmana dirnaksud pada ayat (3).

Pencairan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara sckaligus atau

bertahap.

Penentuan pencairan sccara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan jurnlah dana dan waktu
pelaksanaan kegiatan.



(9)

(10)

(11}

(1)

(6)

(7

Pencairan dana bantuan lainnya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan keputusan
dan perjanjian kerja sama antara penerima bantuan lainnya dengan Pejabat Pernbuat Komitrnen.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (9), minimal memuat:

a. hak dan kewsjiban kedua belah pihak;

b. jurnlah bantuan yang diberikan;

c. tata cara dan syarat penyaluran;

d. pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai
rencana yang telah disepakati;

. pernyataan kesanggupan penerima bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang
tidak digunakan ke Kas Negara;

f. sanksi; dan

g. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan sclesal atau akhir
tahun anggaran,

Format perjanjian kerjasarna  sebagaimana pada ayat (10) sebagaimana lampiran 1m
peraturan ini. p

Bagian Keempat
Pembayaran

Pasal 14

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢, kepada kelormpok masyarakat yang
telah ditetapkan sebagai penerima bantuan lainnya dapat mengajukan permohonan pembayaran
bantuan lainnya dilampiri dokumen sesuai perjanjian kerjasama.

Pengajuan permohonan pembayaran bantuan lainnya scbagaimana dimaksud ayat (1),
disampaikan kepada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE secara sekaligus atau
tahap |, dengan dilampiri :

a. Perjanjlan Kerjasama antara kelormpok masyarakat dengan PPK; dan

b. Dokumen pencairan dana.

Dokumen pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, berupa kuitansi bukti
penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disyahkan oleh PPK,

Pengajuan permohonan pembayaran Tahap Il dan selanjutnya dilakukan apabila penggunaan

dana telah mencapai minimal 80% dari tahap sebelumnya, dilampiri

a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan
disyahkan oleh ppk; dan

b. laporan kemajuan penyclesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima
bantuan.

PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tehap | dan Tahap Il, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang
serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak sesual dengan petunjuk teknis,
PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan lainnya untuk melengkapi dan
memperbaiki dokumen permohonan.



(10

(1)

(2)

(4)

(3)

SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau Tahap |, disampaikan kepada PP-SPM dengan

dilampiri:

a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangan! oleh penerima bantuan lainnya dan PPK; dan

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan
dizahkan oleh PPR.

SPP untuk pembayaran Tahap |l dan seterusnya disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri :
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan lainnya dan

disahkan oleh PPE; dan
b. laporan kemnajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima

bantuan lainnya.

Format kultansi dan laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana
lampiran IV dan larmpiran V, peraturan ini,

BAB IV
PERTAMGGUMNGJAWABAN

Puasal 15

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, disampaikan oleh kelompok
masyarakat penerima bantuan lainnya kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun
anggaran, dengan dilarmpiri:

a. DBerita Acara Serah Terima, memuat:
I. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan dan sisa dana;
2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerjasama;
3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan

b. Fotofilm hasil pekerjaan yang telah diselesailan,

Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf & angka 1, penerima
bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukli surat setoran sisa dana ke rekening Kas Megara
kepada PPK sesual dengan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan
verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan.

PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasll verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Format Berita Acara Serah Terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagimana
larmpiran VI, peraturan ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16
Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan skuntabilitas pelaksanaan dan

penyaluran bantuan lainnya schbagaimana dimaksud dalam Pasal 13, KPA melaksanakan
pemantauan dan evaluasi;



{(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya dengan pedoman umum dan
petunjuk teknis vang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
br. kesesunian entara target capaian dan realisasi.

(3) KPA sebagaimena dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas:
a. pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan lainnys;
b. transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan lainnya; dan
c. akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran hantuan lainnya

(31 Selain bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3),KPA mengambil langkah tindak
lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasl untuk perbaikan penyaluran bantuan lainnya.

BAB VI
SAMKSI
Pasal 17

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dikenakan terhadap penerima bantuan lainnya
vang tidak mematuhl perjfanjian kerjasama, berupa:

a. penghentian penyaluran bantuan;
b. dimasukkan dalam daftar hitam pernyataan tidak puas oleh KPA

Pasal 18

Peraturan inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : JAKARTA




LAMEIAN |
MOMOR
TaAMOOAL
TEMTAMG

Menimbang :

Mengingat -

Menetephkan

KESATU
FKEDH 1A,

KETIGA

REEMPAT

MsYAHKAMN QLEH,

TEMBUSAN :
b

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EROSISTEM

PETUMJUK TEKMIS PENYALURAN BAMTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIR
BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JEMDERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

KEPUTUSAM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEM
BALAVDIREKTORAT ooicicirmninasnnis s rrescss s rmensis

DIRERTUR JEMDERAL KOMSCRVASI SUMBER DAYA ALAM DAN CROSIS 'EM
PICAITER 1 Lo i s nnmd i e

TEMTAMG

PEMERIMA FASILITASI PEMBERDAYAAM MASYARAKAT DI DAERAH PEMYANGTA
KAWASAM SUARA ALAM FAWASAN PERLIMDUMGAM ALAM
TAHUM (...

PEJARAT PEMBUAT KOMITME
BALAFDIREKTORAT ..o vttt iriese g

a. bahwa dalam rengka ...
b, balwa sehubungan dengan huruf o diatas, perhy diterbitkan Kepulusan Pejabat Pambuat Komilimen
Bulai’ Direktorat................. tentang Fasiitasi Perrberdayaan Masyerakat di Dasrah penyangga

Kawasan Sueka Alamy Kawasan Perindungan Alam.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAM  PEJABAT PEMBIAT  KOMITMEN  BALALDIREKTORAT v
TENTANG FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D] DAERAH PEMNYANGUA KAWASAN
SOAKA ALAM KAWASAN PERLINDUMGAM ALAM.

Biaya sebagal akihat diterbitkannya Keputusan inl dibebankan kepada anggaran Fernenlerian
| ingkungan Hidup dan Kehutanan eq. Daftar lsian Pelaksanaan Anggeran (DIPA) Satker ... :
Tabum veievais

Keputusan ini berlalo sujak Langgal ditetapkan.

Ditetapkan dl : JAKARTA
Pada Ts ol R

PEJABAT PEMDUAT KOMITMEN HEFALA RALAK DIREKTORAT
BALAL DIREKTORAT ...oiaiin,

2. dst



DHEYAHKAMN CLEH,

DIREKTORAT .o

LAMPTIRAM KEPUOTUSAM PEIABAT FEMBUAT KOMITMEN BALAY DIRERTORAT i
MR
TAMGGAL
TEMTAMG
DAFTAR KELOMPOK PEMERIMA FASILITASL........
No Mama Mamal Jumnlah Mo Rek Ketua ~ Penyululy Jenis Keglatan | Kel
Kelompok Bantuan | Kelompok Kelompak Pendamping | Midsaha -
1 2 3 4 5 B 7
1
Sca = st
; =
& = -
5
b
7
% =
9
10
o
12 | dst

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Langgal

PEJARAT PEMBUAT KOMITMEN KEPALA BALAY

BALAL DIRCKTORAT .




LAMPIRAN Il :  PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KOMSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN FKOSISTEM

MOMOR

TAMGOAL ;

TEMTAMG . PETONJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAMN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIR
BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGRKUP DIREKTORAT JEMDERAL KOMSFRVAS] SUMBLR

DAYA ALAM DAMN EKOSISTEM.

PERJAMJIAN KERJASAMA,
ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEM

KELOMPOR ....oviiiiiiviimsinien
BIGMOR s i oo

TEMTAMG
PELAKSANAAN FASILITAS] DI DAERAH PENYANGGA

KAWASAM SUAKA ALAM KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM
0 ot PR B

Yang bertanda tungan dibawah ini

: PO Ot s M ot e el e . Pejabal Pembuat Komitmen Satker .o Tahun
ooy yang berkedudukan di Jakarla, untuk selanjutnya
disebut sehaqai PIHAK PERTAMA;

- O - 13 ¢ Ketua/Pimpinan Kelompok yang
Berkedudukan di Desa ... Kec, ........, Rabupaten .........,
Provinsi ......... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAR
KEDLIA.

KEDUA BELAH PIHAK yang selanjulnya disebut PARA PIHAK telah sepalat melakukan perjanjian kerjasama dalam
kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alamy Kawasan Perlindungan
Mlam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut -

Pusal 1
Tujuan

Tujuan kerjasama adalah dalam rangha memfasilitasi ..o

Pazal 2
Lokas! Kegiatan

Lokasi kegiatan adalah di Kelompok ..., Desa L, Recamalan ... Kabupaten .......... . Provinsl ..



Ruang lingkup perjanjian kerjasama Fasilitasi o

(1

{2

(3)

14

(1)

(2)

Pasal 3
Ruang |ingkup

ceereany dungan kegiatan antara lain :

Fasal 4
Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA berhak
a.  Memperoleh Proposal, KAK dan RAB kegiatan Fasilitasi Pemnberdayaan Masyarakat di Dacrah penyangga

Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pedlindungan Alam;
k.,  Memperoleh laporan pertanggung jawaban kegiatan yang dilarmipiri dendgan ;
| Buita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan pencrima bantuan,
vang memuat
Jurmlah dana awal, dana vang dipergunakan, dan sisa dana;
Pekerjaan telah diselesalkan sesuai dengan Pecjanjian Kerja Sama; dan
- Pernyalaan bahwa bukti-bukti pengeluaran Lelah disipan; dan
2 otedilm hasil pekerjazn yang telah diselesaikan

PIHAK KEDUA berhak :
a.  Menerima anggaran Fasililesi Fasilitasi Pemberdayaan Masyaiakat di Dasrah penyangga Kawasan Suaks

Alarny Kawasan Perlindungan Alam, sesuai dengan KAK dun RAB yang telah diselujui;
b. Mendapatkan pendampingan dari penyuluh pendamping;
¢.  Mendapatkan pembinaan dari PIHAK PERTAMA,

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

a. Menyediakan anggaran untuk kegialan Fasilitasl Pemberdayaan Masyarakat «i Daerah penyangga
Kawasan Suaka Alany Kawasan Perlindungan Alam sesual dengan RUKK dan RAU;

b. Menyalurkan dana kegiatan Fasllitasi Pemberdayaan Masyarakat di Duerah penyangga Kawasan Suaka
Alarm/ Kawasan Perlindungan Alam kepada FIHAK KEDUA;

c.  Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Permberdayaan Masyarakat di
Dacrah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam. melalul Instansi LHK daerah.

FIHAK KEDUA berkewajiban

A, Membual Proposal, RUKK dan RAB hegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daeruh penyangga
Hawasan Suaka Alarmy' Kawasan Perlindungan Alam;

Melaksunakan kegiatan Fasilitasi sesuai dengan RUKK dan RAB;

c.  Membuat dan menyimpan pertanggung jawaban administrasi keuangan (SPJ) penggunaan dana kegiatan
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alarry Kawasan Perlindungan
Alam;

d, Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan Fasililasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah
penyangga Kawasan Suaka Alamy Kawasan Perlindungan Alam bescrta lamplrannya;

e, Menyelorkan sisa dana bantuan yang lidak digunakan ke Kas Megara

£, Memuanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan Fasilitasl Pemberdayaan Masyarakat di Dazrah penyangga
Kawasan Suaka Alamy Kawasan Perlindungan Alam.

Pasal 5
Pelaksarnaan Kegiatan

Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakal di Daerah penyangga Kawasan Suaka M/ Kawasan
Purlindungan Alam dilakukan sesual peraturan perundangan yang berlaku;

Mermbangun sinergl kolaboralil antara kedua belah pihak, pendamping kegiatan dan instansi pelaksana
penyuluban dacrah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dl Daerah penyangga Kawasan
Suaka Alury Kawasan Perdindungan Alam untuk mencapal tujuan bersama yang efektif dan efisicn.



(1)

(2)

Fasal &
Pembiayaan

Biaya Fasilitasi Pernberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan
Alam sebesar Bp o R T e R ), dibebankan pada DIPA Sather ...,

Tahun ...oovceen

Biaya sebagaimana dimuksud pada ayat (1) disediakan PIHAK PERTAMA  untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana usulan kegiatan dari PIHAK KEDUA yang telah disesunikan dengan ketersediaan biaya fasilitasi.

Pasal 7
Pembayaran

Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaltu

2,

{1

(2}

(£)

(1

(2)

Tabap | sehesar 70 % dari keseluruhan blaya tasilitast aluu sebosar Bpe oovininn v st svaias o }
dibayarkan setelah kelompok ... siap melaksanakan pekerjaan secara swakelola dengan melampiri :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) yany telah ditandatangani kedua belah pihak;
Kuilansi Bulti Penerimaan (lang yang Lelah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disyahkan oleh PPK
- Fotecopy Buku Rekening Bank an. Kelompok/ Ketua/ Bendahara/ Anggota
Tahap 1l sebesar 30% dari keseluruhan biaya fasililasi atau sebesar Rp. ..o Ci s ik
dibayarkan selelsh realisasi pekerjaan telah mencapai 50 % dengan melarmpiri :
- Kuitansi Bukti Penerimaan (lang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disyahikan cleh PPK
Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketuaPimpinan penerima bantuan
Turhadap biaya tasllitasi sebagaimana butir a dan b diperhitungkan pajak-pajak sesuai kelenluan yang

berlalu,
Seliap tahapan pembayaran akan dikirimkan PIHAK PERTAMA secara langsung (LS) melalui KPPM Jakarta

....... kepada PIHAK KEDUA melalul rekening Nomor ... Bank ..., alus nama Kelompok ...

Pasal
Serah Terima Pekerjuan

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan PIHAK KEDUA  kepada PIHAK PLRETAMA setelah PIHAK KEDUA
menyclesaikan seluruh kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (4),

Serah Terima Hasil Pckerjaan dilakukan seteluh pekerjaan dilaksanakan 100 %, yang dibuktikan dengan
Laporan Perlanggung Jawaban Kegiatan dengan dilampiri berita betita acara seral terima dan Foto/film hasil
pekerjaan yung telah disclesaikan, sesuai pasal 4 ayat (1).

Pazal 9
Penyelesatan Perselisihan

Selarna jangka waktu kerjasama, apabila lerdapat kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan ini, maka masalah
inl akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Apablla terdapat masaluh seperti pada ayat (1) diatas liduk dapat diselesaikan akan dilakukan mediasi sesuni
kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Fasal 10
Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA lidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan peranjian karcna kelalaian baik
yany discngaja maupun tidak disengaja, PIHAK PLRTAMA dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini;

Akibat dihentikannya perjanjian kerjasama oleh PIHAK PERTAMA, maka :

a. Penyaluran bantuan kepada PIHAK KEDUA dihentikan oloh PiHARK PERTAMA;

b, PIHAK KEDUA dapat dimasukan dalam daftar hitam, yang berakibat lidak direkomendasikan untuk
memperaleh barntuan lainnya,



(3

(4)

(1

()

Fasal 11
Lainlain

Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK alau force majeure, maka PARA PIHAK
sepakat untuk merindingkan kembali hak dan kewajiban masing - masing dengan Wwjuan untuk melanjutkan
perjunjian kerjasama ini. Selarma belum tercapal kesepakatun mengenal perjanjian kerjasama yang hary, make
ketentuan calam perjanjian kerjasama ini letap berlaku;

Yang termasuk fivoe mafewre adalah

a, Bencana alam;

b. Hehijakan pemernintah dibidang fiskal dan moneler;
v. HKeadaan keamanan yang lidak mengijinkan.

Sugala perubaban atau pembalalan terhadap KESEPAKATAN BCRSAMA ini akan diatur bersama kemudian
oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAR KEDUA,

Pasal 12
Penutup

Apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tidak sesual dengan kelentuan yang diatur pada pasal-
pasal KESEPAKATAM BERSAMA ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengajuban saran untuk perbaikan;

Apabila saran untuk perbalkan seperti lersebut dalam ayat {1} beturn dilakukan, maka PIHAK PERTAMA dapat
mengajukan penghentian keglatan semenlara hingga diperoleh kesepakatan baru.

Perjunjian Kerjasama inl berlaku sejak tanggal ditandatangani olech KEDUA BELAH PIHAK dan dibual dalam
rangkap 2 (dua), masing-masing berlaku scbagal asl dan memiliki kebuatan hukum yang sama,

........... Tanggal/BulanTabun Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,



LAMPIRAM 1l : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KOMNSERVASI SOMBER DAYA ALAM DAM FKOSISTEM

MCMOR
TAMGGAL
TEMTAMG . PETUNJUK TEKMIS PENYALURAN BAMTUAN LAINMYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIH
BAMNTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIRFKTORAT JENDERAI KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.
KWITANSY BUKTI PEMBAYARAN
| 7A
[ MomorBukti | oo
| Mata Anggaran | oo
KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN
Sudah Terima dar Pejabal Pernbuat Komitmen Satker ... » Ditjen Koriservasi

Jumlah (lang
Terbilang

Untuk pembayaran

Setuju Dibayar
Bendahara

Sumberdaya Alam dan Ekoslstemn

AP Rupiah ==

Tahap (1, Il ) biaya Fasilitasi Pemberdaynan Masyarakat dl Dasrah penyangga
Kawasan Suaka Alarm/ Kawasan Perlindungan Alam Kelompok........ di Desa

.Kec.... Kab ... Prov. ...ceveee..., sesual SPRS Momeor @ .o dun 3K
MNomeor : SH........ tangaal v..vvev.... oo tECBMTHT
FE'R, Ciketahui, Yarg Menerima

Pemyuluh/Pendamping  Ketua
Kelompok. ...

Materal G000




LAMPIRANM V- PERATURAM DIREKTLUR JENDERAL KOMNSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAMN EKOSISTEM

MOMOR
TAMGOAL
TENTAMG . PETUIMJUK TEKMIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI HARAKTERISTIK
BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JEMDERAL KONSFRVASI SUMBER
DAYA ALAM DAM EROEISTEM,
KOP SURAT
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
s (1 4T o R
Fada han i, ... tangaal oo, Bulan ..oovsisneien =1 115 R , kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
1.  Mama :
Jabatan : Ketua/PImpinan oo
2. Mama :
Jabatan : Penyuluh Kehutanan selaku pendamping fasilitast ..o
Diengan ini menyatakan sebagai berikut -
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor @ ............. dan Perjanjian Kerjasama Momor ;e kami mendapatkan

banluan lainoya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah di lingkup Ditjen KSDAE berupa pekerjaan Fasilitasi
Pemberdayuan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alamy Kawasan Perlindungan Alam dengan nilai
bantuan sebesar Rp. ol

1. Sampai dengan tanggal ........... kemajuan penyelesaian pekerjaan Fasilitast ... telah mencapai ....... %

2, Apabila di kermudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang lelah dibuat mengakibatkan kerugian
Mogara maka kami bersedia untuk dituntut penggantian kerugian Negarn sesual dengan ketenluan peraturan
perundang — undangan,

Terlampir foto-loto kegiatan yang sudah terealisir

Demikian laporan laporan kemajuan  penyelesaian  pekerjaan [ni - dibual dengan  sebenar-benarmya  untuk
dipergunakan sebagaimana meslinya.

Yuny membuat,
Penyuluh Pendarmping Ketua / Pimpinan Kelompek.. e

Materal BO0O0



LAMPIRAN VI . PERATURAN NIREKTUR JEMDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA Al AM DAM EKOSISTEM
MOMOR 1
TAMGGAL

TEMTAMG PCTUNJUK TEKNIS PCNYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KOMSERVASI S{UIMBER
DAY A ALAM DAM CROSISTEM.
KOP SURAT
EERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAM
PIETHETS o s i
Pada hari ini, «ocoennin 17137 u | OUORURRURNER » U1 . |1 EPPPRTEIOTE tBRMR oo s . kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
1. Mama SO, e
Jabatan  : BelwaPimpinan ..o
Alamat R ——

yang selanjutnya discbut sebagai PIHAK KESATU.

rJ

Mama

Mip o O

Jabatan  : PPK Salker..........

Alamat b e s T

yang selanjutnya discbut sebagai PIHAK KEDUA,

dengan inl menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KCSATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa pekerjaan Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat di Daerah penyangga Hawasan Suaka Alamy Kawasan Perlindungan Alam sesual dengan Surat
Keputusian NOmor @ ., dan Perjanjian Kerja Sarma Momor i

2 PIHAK KESATU telah menerdma dana banluan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan
pelaksanann pekerjaan sesual dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian scbagal berikut:

a. Jurnlah total dana yang telah diterima -4 PO e i S R e R )
b. Jumlah total dana yang dipergunakan 11 ¢ A b L e R o L )
e, Jumlah total sisa dana 4] A P SN o A T e i

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa buiti-buktl pengeluaiun dana bantuan Fasililasi Pemberdaysan

Masyarakal di Dacrah penyangga HKawasan Suaka Alarm/ Kawasan Perdindungan Alam  sebesar Rp.
..................................... (orveiinrimiminennnns) telah disimpan  sesuai  dengan letentuan  unluk

kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESA U

berupa pekeriaan [asilitas . dengan nital Fp. «oann
5 DHAK KESATU telah rnenyetorkan sisa danpa bantuan ke Has Megara sebesar Rp. oo
sebagaimana Bukli Penerimaan Megara (BPM) terlampir.

Ciemikian Berita Avura Serah Terima ini dibual dengan sebenarnya dan ditandatangan aleh Para Pihak pada har ini
dan tanggal tersebut di atas, untuk dipeigunakan sebagaimana mestinya.

FIHAK PERTAMA PIHAR KEDUA

(v Mama., o)



LAMPIRAM | . PERATURAN DIREKTUR JEMDERAL KONSERVAS] SUMBER DAYA ALAM DAN EROSISTEM

NOMOR
TAMGOAL
TEHTAMNG . PETUMNJUK TEKMNIS PEMYALURAN BANTUAM LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
BAMTUAN PEMERINTAH PADA LINGHUP DIREKTORAT JENDERAL KOMSERVAS SOMBER
[AYA ALAM DAM CROSISTEM.
KEPUTUSAMN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAVDIRERTORAT ..o tsssmmasss s o
DIREKTUR JEMDERAL KOMSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN FROSISTEM
MO S« it s inats
TEMTAMNG
PENERIMA FASILITAS| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PENYANGGA
FAWASAN SUAA ALAM KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM
TAUN ...
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEM
BALAVDIRERTORAT ..ovovvverees A el
Menimbang a, bahwe dalarm rangka
L. bahwa sehubungen dengan huruf a diatas, perlu diterbithan Keputusan Pejabal Pernbuat Komitmen
Balui/ Dircktorat................ tentang Fasilitasi Pemberdayean Masyarakat i Daerah penyangga
Kawasan Suaka Alarmy' Kawasan Perlindungan Alar,
Mengingat Y it 1
e R
3. Dst
MEMUTLISKAN :
Menatapkan KEPUTUSAN  PEIABAT  PEMBUAT KOMITMEM  BALAIDIREKTORAT i
TENTAMG FASILITAS! PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PENYANGGA KAWASAN
SOAKA ALAM EAWASAN PERLINDOMNGAMN ALAM,
KEDLUA I iisrsasmsesinr s s e ;
RETHGA Biaya sebagai akibat diterbitkanmya Meputusan ini dibebankan lepada anggaran Hementerian
Linghungan Hidup dan Kekutanan cgq. Dillar lsian Pelaksanaan Anggaeran (DIPA) Satker .
Fehum .veeeses
KEEMPAI Keputusan fnl berlaku sejuk langgal ditetaplan.
Ditetapkan di ; JARARTA
FPada Tangagal : ...... T
DISYAHKAMN OLEH, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEFALA BALAK DIREKTORAT
BAl Al DIREKTORAT «..ooovvvin

TEMBUSAM



LAMPIRAM - KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEM BALAY DIREKTORAT ..o

MOMOR
TAMGGAL
TEMTANG
DAFTAR KELOMPOK PENERIMA FASILITASI.........
No ‘Mama Alamat Jumlah Mo Rek Ketua Penyuluhy/ Jenis Keglatan
Kelompuk ’ Bantuan | Kelompok | Kelompok Pendamping JUsaha
1 2 3 ” ] { 4 5 : g
2
| 3
4
5 .
i}
T
a
]
=
11
12 | dat
Ditetaphkian i JAKARTA
Pada tanggil
DISYAHRAMN (ILEHR, PEJARAT PEMBUNT KOMITMEM KERPALA BALAL

DIREKTORAT .o BaLAl DIRERTORAT «cvaun.



[ AMPIRAMN 1]
MOMOR
TANGGAL
TEMTAMG

PERJAMJIAN KERJASAMA,
AMTARA

FEJABAT PEMBUAT KROMITMEN

KELDMPOK ieimiinmmiimim
BB st i

TEMTANG
PELAKSAMNAAN FASILITASI DI DACRAH PEMYANGGA

KAWASAN SUAKA ALAM/ KAWASAN PERLINDUNGAN ALAM
TAREN oo

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Pejahat Pembual Komitmen Satker

PERA [URAN DIREKTUR JENDERAL KOMSERVAS| SUMBER DAYA ALAM DAN ERKOSISTEM

PETUMNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
BAMTUAN PEMERINTAH PADA LINGK(P DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER
NAYA ALAM DAN EROSIESTEM.

Tahun

coivereeieny yung berkedudukan di Jakarta, untuk sclanjutnya

discbut sebagai PIHAK PERTAMA;

Kelua/Pimpinan Kelompok yang
berkerdudukan di Desa ... Kec. ........, Kabupaten ............ :
Provinsi ......... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.

KEDUA BELAI PIHAK yang selanjutnya disebul PARA PIHAK telah sepakat melakukan perjanjian ketjasama clalarm
kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alarny Kawasan Perlindungan

Alarn yang diatur dalam kelentuan sebagai berikut |

Tujuan kerjasama adalah dalam ranghka memfasilitasi

Lokasi kegiatan adalah di Kelompok ............, Desa o , Kecamatan ..........., Kabupaten

Pasal |
Tujuan

Pasal 2
Lokasi Kegiatan



Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama Fasilitasi ... dengun kegiatan antara lain ;
Bir  bibeds oo i sins
Be. s b
c, dst
Pazal 4
Hak dan Hewajiban
i1} PIHAK PERTAMA berhak

@)

(3]

1

(1)

(2]

a.  Manperoleh Praposal, KAK dun RAB kegiatan Fasilitasi Pomberdayaan Masyarakal di Daerah penyangga
Hawasan Suaka Alamy Kawasan Peldindungan Alam;
b. Memperoleh laporan pertanggung jawaban kegiatan yang clilarmpiri dengan :
I, Berila Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatargani oleh Ketua/Pimpinan pencrima bantuan,
yarg memuat
Jurmlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
Pekerjaan telah diselesalkan sesuui dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
- Pernyataan bahwa bulkti-bukti pengeluaran Lelah disimpan; dan
2 Fetofilm hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

PIHAK KEDUA berhak :
g, Menerima anggaran Fasililasi Fasilitasi Pemberdayaun Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka

Alamy Kawasan Perlindungan Alam, sesual dengan KAK dan RAD yang telah disctujui;
b. Mendapatkan pendampingan dar penyuluh pendamping;
¢, Mendapatkan pembinaan dari PIHAK PERTAMA;

FIHAK PERTAMA berkewajiban .

a.  Menyediakan anggaran untuk kegialan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga
Kawnsan Suaka Alarm/ Kawasan Perlindungan Alam sesual dengan RUKK dan RAB;

b. Menyalurkan dana kegiatan Fasilitasi Permberdayaan Masyarakat i Daerah penyangga Rawasan Suaka
Alam/ Kawasan Perlindungan Alam kepada PIHAK KEDUA;

. Melakukan pembinaan dan pemanteuan pelaksanaan kegintan Fasilitasi Femberdayaan Masyarakat di
Daerah penyangga Kawasan Suaka Alamy Kawasan Perlindungan Alam. melalui Imstans! LHK daerah.

PIHAR KFDUA borlkowajiban

a.  Membual Proposal, RUKK dan RAB kegialan Fasilitasi Femberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga
Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam;

b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi sesual dengan RUKK dan RAL:

c.  Membuat dan menyimpan perlanggung jawaban administrasi keuangan (SPJ) penggunaan dana kegiatan
Fasilitusi Pemberdayaan Masyarakat di Dacrah penyangga Kawusan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan

Alam;
d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan Fasilitasi Permnberdayaan Masyurakat di Daerah

peryangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam heserta larmpirannya,

e. Menyctorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke Kas Negara
Meinaifaatkan dan memelihara hasil kegiatan Fasiiitasi Pemberdayaan Masyarakat di Dacrah penyangaa

Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perdindungan Alam.

"

Pasal &
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanann Fusililasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaks Alam/ Kawasan
Perlindungan Alam dilakukan sesuai peraturan perundangan yang beriaku;

Membangun sineryi kolaboratit antara kedua Liclah pibak, pendemping kegiatan dan inslansi pelaksana
penyuluhan daerah dalam pelaksanaan Fasililasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyungga Kawasan
Suaka Alary Kawasan Perlindungan Alam untuk mencapai tujuan bersama yang clektif dan efisian.



Pasal &

Pemblayaan
Biayn Fasilitasi Pemberdayaun Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan
Alarm sebesar Rp coenan i R S R ), dibebanican pada DIPA Satker ...

Tabum coveiecaiiie

(2) Bioya schagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadiokan PIHAK PERTAMA  untuk melaksanakan kegiatan

sebagaimana usulan kegialan darl PIHAK KEDUA yang lelah disesualkan dengan ketersadiaan biaya [asilitasi.
Paszal 7
FPermnbayaran

Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

a, Tahap | sebesar 70 % dari kescluruhan blaya fasilitasi alau sebesar e 3] ELPRPIR—— }
dibayarkan setelah kelompok ... slap melaksanakan pekerjaan secara swakelola dengan melampir :

- Perjanjian Kerjasarma (PES) yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
- Kuitansi Bulkti Penerimaan Uang yang telah ditandatangani olch penerima bantuan dan disyahkan vleh PFK
- Fotocopy Buku Rekening Bank an. Kelompold' Ketua/ Bendahara/ Anggota

k. Tahap Il sebesar 30% dari keseluruhan hinya fasilitasi atau sebesar R Csmaainnvimvvvaress S O ERNS NN, |
dibayarkan setelah realisasi pekerjaan telah mencapai 50 % dengan melampir
- Kuitansi Bukti Penerimaan (lang yang telah ditandatangani olch penerima banluan dan disyahkan uleh PPE
- Laporan kemajuan penyelesaian pekerjuan yang ditandatangani oleh ketua/Pimpinan penerima bantuan

¢, Terhadap biaya fasilitasl sebagaimana butir a dan b diperhilungkan  pajak-pajak sesuai kefentuan yang
berlaku.

d. Setiap tahapan pembayaran akan dikirimkan PIHAK PERTAMA, secara langsung (LS) melalui KFPN Jakarla
....... kepada PIHAK KEDUA melalul rekening Momot :........ Bank ............, atas nama Kelompok ...

Pasal B
Serah Terima Pekerjaan

(1) Serah terirma hasil pekerjaan dilakukan PIHAK KEDUA  kepada PIHAR PERTAMA sctelah PIHAK KEDUA
menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (4).

(2) Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan selclah pekerjaan dilaksanakan 100 %, yang dibuktikan dengan
Laporan Pertangaung Jawaban Keglatan dengan dilampiri berita berila acara serah terima dun Fotortilm hasil
pekerjaan yang telah diselesaikan, sesual pasal 4 ayat (1).

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

(1) Sclama jangka waktu kerjasama, apabila terdapal kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan ini, maka masalah
ini akan disclesalkan secara musyawarah dan mufakat;

(2) Apabila terdapal masalah seperti pada ayat (1) diatas tidak dapat disclesaikan akun dilakukan mediasi sesual
kescpakatan dan peraluran yang berlaku,

Pazal 10
Sanksi

(1) Apahila PIHAK KEDUA tidak dapul menyclesaikan pekerjuannya sesual dengan peranjian karena kelalaian baik
yang disengaja maupun tidak disengaja, PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian kerjasama ini;

{2} Akibat dihentlkannya perjanjian kerjasama oleh PIHAK PERTAMA, e

a. Penyaluran bantuan kepada PilIAK KEDOA dihentikan oleh PIHAK PERTAMA
b, PIHAK KEDUA dapat dimasukan dalam daftar hitam, yang berakibat tidak direkomendasikan untuk

mempercleh bantuan lainnya.



{4)

(=)

(1)

()

Fasal 11
Lare=lain

Apabila tarjadi hal-hal diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK atau force majeure, maka PARA PIHAK
sepalat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing — masing dengan tujuan untuk melanjutkan
perjanjian kerjasama ini. Selama belum tercapal kesepakatan mengenai perjanjian kerjasama yang baru, maka
ketentuan dalarm perjanjian kerjasama ini tetap berlaky;

Yang termasuk force majeure adalab :

a. Bencana alam;

b. HKehijakan pernerintah dibidang fiskal dan moneter;
¢, Keadaan kearmanan yang tidak mengijinkan.

Segala perubahan atau pembatalan terhadap KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur bersama kemudian
oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal |2
Penutup

Apabila kegiatan yang dilaksanakan aleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal
pasal KESEPAKATAN BERSAMA ini maka PIHAK PLRTAMA dapat mengajukan saran untuk perbaikan;

Apabila saran untuk perbaikan seperli lersebut dalam ayat (1) belum dilakukan, maka PIHAK PERTAMA dapat
mengajukan penghentian kegiatan sementara hingga diperoleh kesepakatan baru,

Perjanjian Kerjusarma ini berlaku sejak tanggal dilandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat dalam
rangkap 2 (dua), masing-masing berlaku sebagai asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

.......... , Tanggal/BulanyTahun Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun
PIHAK KEDUIA, FIHAK PERTAMA,



LAMPIRAN (Il : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

MOMOR

TANGGA

TENTAMG . PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINMYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
BAMTUAM PEMERINTAI | PADA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVAS] SUIMEFR
DAYA ALAM DAN EROSISTEM.

KWITANSE BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari

Jummlah Uang
Terhilang

Untuk pembayaran

Setuju Dibayar

Fendahara

TA ——
MNomor Buktl  FE— |
Mata Anggaran | s I

KWITANSL BUKTI PEMBAYARAN

Pujabal Pembuat Komitmen Sather ooy Ditjen Konservasi
Surnberdaya Alam dan Fhosislen

e
S b e Rupiah ==

lahap (1, | *) biaya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah penyangga
Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pedindungan Alam Kelompok........ di Desa

WHec.... Kab ... Prove o, sesual SPKS Momor @ e dan K
Momor : 5K tanggal e terlampir.
PPK Diketahui, Yang Menerima

Penyuluh/Pendamping  Ketua
Kelompok........

Materai 6000




LAMPIRAN V  : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAM CROSISTEM

MOMOR
TANGGAL :
TENTANG . PETUNJUEK TEKNIS PENYALURAN BANMTUAN LAINMYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIR
BANTUAN PEMERINTAH PADA LINGKUP DIREK | ORAT JENDFERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN ERKOEISTEM.
KOP SURAT
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
armoer-zi s sy
Pada hari inl, .......... tanggal oo Bulan .ooiaeieen 713 771 y SR T . kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
1. Mama :
Jabatan : KetuaPimpinan .o
2. Mama -
Jabatan : Penyuluh Kehutanan selaku pendamping fasilitash ...
Dengan ini menyatakan sebagai berikul
Berdasarkan Surat Keputusan Momor @ o dan Perjanjian Kerjasama Nomor @ ............. kami mendapatkan

hantuan lainnya yang memiliki karakteristik banluan pemerintah di lingkup Diljen KSDAL berupa pekerjuan Fasilitasi
Pemberdaysan Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Perlindungan Alam dengan nilai

bantuan sebesar Rp. ... Dz 1.

1. Sampai dengan tangaal ... . kemajuan penyelesalan pekarjoen Fasilitasi ... telah mencapai ....... ki

2, Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian
Megarn maka kami bersedia untuk dituntut penggantian kerugian MNegara sesuai dengan ketentuan peraluran
perundang — undangan.

Terlampir fote-foto kegiatan yang sudah terealisir

Nemikian laporan laporan kemajuan penyclesaian pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya  untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya,

Yang membual,
Pemyulub Pendamping Ketua / Pimpinan Belompak...oon

Materai 000



LAMPIRAN V] :  PERATURAN DIREKTUR JEMDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN FROSISTEM
NOMOR
TAMGGAL

TEMTAMG . PETUMNJUK TEKMIS PENYALURAN BAMNTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK
RAMTUAN PEMERIMTAH PADA LIMNGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVAS] SUIMBER
DAy A ALAM DAN EKOSISTEM.
KO SURAT
BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
DT T P A RSP
Pada hari ini, ........... LATIEGE] o voviiamamnriais bulan ....oeeeeen 1720 N P P e LY kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
. Mama R ——
Jabatan  : Ketua/PImpinan ..o,
Alarnat T

yang selanjutrya disebut sebagai PIHAK KESATL.

2 [Merme L L LRI SR
Jabatan PP Satker...........

Alarmial
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut .

1.  PIHAK KESATU telah meloksanakan penyelesalan pekerjuan berupa pekerjaan Fusililasi Pemberdayaan
Masyarakat di Daerah penyangga Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelindungan Alam sesuni dengan Surat
Reputusan NOmIOr & .. e soarssnssesss dan Perjanjian Kerja Sama Nomor @ e

3 PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari Pl AR KEDUA dan teluh dipergunakan untuk keperluan
pelaksanaan pelerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah 1otal dana yang telah diterima FRB e B b S R J
b. Jurnlah total dana yang dipergunakan R s o g Ao piy ke )
c. Jumlah total sisa dana CRIEE vt s N ik s e ]

3. PIHAK KESATU renyatakan bahwa buldi-bukti pengeluaran dana bantuan Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakal di Daerah penyangga Kawssan Suaka Alamy Kawasan Pedindungan Alam  sebesar Rp
..................................... Coomriiiiiniineenenn) telab disimpan sesual  dengan ketentuan untuk

kelengkapan administrasl dan keperiuan pemeriksaun aparat pengawas fungsional,
4, PIHAK KESATU menyerabkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAR KEDUA menerima dari PIHAK KESATU

borupa pekerjaan Fasilitasi ..o, dengan nilal Rp. <o,
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Megara sebesar | ———
sehagaimana Bukti Penerimaan Megara {BPFM) Lerlampir,

Demikian Buila Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Fihak pada hari ini
dan tanggal terscbut di atas, untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK ELDUA



